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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh kebijakan utang dan governansi korporat terhadap
penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021-2024. Populasi
dalam penelitian ini mencakup 91 perusahaan sektor energi, dengan Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive
sampling yang menghasilkan 34 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan total 136 observasi. Jenis penelitian yang
digunakan oleh penulis adalah penelitian kuantitatif, dengan metode deskriptif menggunakan data sekunder. Data yang
digunakan berupa laporan keuangan yang sudah dipublikasikan melalui situs resmi bursa efek indonesia yaitu www.idx.co.id
dan website resmi perusahaan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kebijakan Utang (X1) sebagai variabel
bebas pertama, Governansi Korporat (X2) sebagai variabel bebas kedua, dan Penghindaran Pajak (Y) sebagai variabel terikat.
Metode analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 13, di mana model
Random Effect Model (REM) terpilih sebagai model estimasi terbaik, Penelitian menunjukan bahwa Secara parsial, kebijakan
utang yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
Sebaliknya, governansi korporat yang diproksikan dengan frekuensi kehadiran rapat tidak berpengaruh signifikan terhadap
penghindaran pajak. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R-squared) menunjukkan bahwa sebesar 7,97% variasi
penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen tersebut, sementara sisanya sebesar 92,03% dipengaruhi
oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Kata kunci: Kebijakan Utang (DER), Governansi Korporat, Penghindaran Pajak, Sektor Energi.
1. Latar Belakang

Sektor Energi merupakan pilar strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi
yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Peran vital sektor ini tercermin
dari data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sektor energi memberikan kontribusi sebesar 10,52%
terhadap total PDB nasional (Badan Pusat Statistik, 2024). Angka ini menegaskan posisi sektor energi sebagai
salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang memiliki efek pengganda terhadap berbagai lapangan
usaha lainnya, sehingga stabilitas dan kinerjanya menjadi penentu arah kebijakan ekonomi makro.

Kesenjangan antara kontribusi makro sektor energi dengan praktik perpajakan di tingkat mikro menjadi fenomena
yang krusial untuk diteliti. Secara agregat, sektor pertambangan dan penggalian telah memberikan kontribusi besar
dengan menyumbang 12,67% terhadap total pajak nasional pada tahun 2023. Namun, realitas pada tingkat
perusahaan individu menunjukkan anomali yang signifikan dibandingkan dengan kontribusi sektoral tersebut.
Fenomena ini tercermin pada PT Prima Andalan Mandiri Tbk (MCOL), di mana nilai Effective Tax Rate (ETR)
yang dicatatkan sangat jauh di bawabh tarif pajak badan normal. Pada tahun 2021, MCOL mencatatkan ETR sebesar
0,0008, dan pada tahun 2022 angka tersebut hanya meningkat tipis menjadi 0,001 (Laporan Tahunan MCOL,
2022). Rendahnya nilai ETR ini mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak yang sangat agresif,
mengingat laba sebelum pajak yang dihasilkan tidak berbanding lurus dengan beban pajak yang disetorkan ke
negara.

Fenomena rendahnya ETR pada MCOL menjadi semakin menarik ketika dikaitkan dengan aspek Corporate
Governance (CG) atau tata kelola perusahaan. Secara teoretis, tata kelola yang baik termasuk peran dewan
komisaris seharusnya berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan perusahaan patuh terhadap regulasi
perpajakan. Namun, dalam kasus MCOL, terdapat kontradiksi antara formalitas administratif dengan hasil
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kepatuhan pajak. Data menunjukkan bahwa rapat Dewan Komisaris Independen MCOL selalu dihadiri secara
penuh dengan persentase kehadiran mencapai 100%. Secara administratif, perusahaan seolah-olah memiliki
pengawasan yang ketat dan aktif.

Namun, kehadiran fisik dan intensitas rapat dewan komisaris yang mencapai 100% tersebut nyatanya tidak mampu
menekan praktik penghindaran pajak, sebagaimana dibuktikan oleh nilai ETR yang tetap mendekati nol pada tahun
2021 dan 2022. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh Komisaris Independen mungkin hanya bersifat
formalitas atau "di atas kertas" semata, tanpa menyentuh substansi kebijakan strategis terkait perpajakan.
Ketidakefektifan fungsi pengawasan ini menciptakan celah bagi manajemen untuk tetap melakukan perencanaan
pajak agresif meskipun pengawasan internal terlihat berjalan optimal secara administratif.

Fenomena serupa juga terlihat pada beberapa perusahaan sektor energi lainnya yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Berdasarkan laporan tahunan masing-masing perusahaan, terdapat sejumlah entitas yang mencatatkan
nilai Effective Tax Rate (ETR) jauh di bawah tarif pajak badan sebesar 22% selama periode pengamatan.
Berdasarkan hal tersebut, penyajian data ETR sektor energi selama lima tahun terakhir menjadi penting untuk
melihat tren kecenderungan praktik penghindaran pajak di industri yang berperan strategis ini.

Kajian empiris mengenai pengaruh kebijakan utang (leverage atau debt policy) terhadap praktik penghindaran
pajak (tax avoidance) masih menunjukkan inkonsistensi temuan (mixed results) yang signifikan, yang menjadi
dasar penting bagi adanya research gap atau kesenjangan penelitian. Di satu sisi, terdapat bukti empiris yang
menemukan hubungan yang signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Winda dan Nariman (2021) pada
perusahaan manufaktur periode 2017-2019 menyimpulkan bahwa kebijakan utang (leverage) berpengaruh
signifikan negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, beberapa penelitian justru gagal membuktikan
adanya hubungan kausal yang signifikan. Studi oleh Saragih, Rusdi, & Sjahputra (2023) pada perusahaan
subsektor makanan dan minuman periode 2016-2021 menemukan bahwa secara parsial, kebijakan utang tidak
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance. Temuan ini konsisten dengan hasil studi lain yang
juga menyimpulkan tidak adanya hubungan signifikan antara kebijakan utang dengan penghindaran pajak.

Frekuensi rapat dewan komisaris merupakan indikator efektivitas fungsi pengawasan terhadap aktivitas
penghindaran pajak. Semakin sering rapat dilakukan, semakin intens pengawasan terhadap kebijakan manajemen,
termasuk strategi perpajakan. Dalam perspektif Teori Keagenan yang dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan
William H. Meckling (1976) dalam jurnal Abdullah Mubarok (2025), terdapat potensi konflik kepentingan antara
manajemen (agent) dan pemegang saham (principal) yang dapat mendorong perilaku oportunistik, termasuk tax
avoidance. Rapat dewan yang rutin menjadi mekanisme monitoring untuk menekan konflik tersebut, memastikan
kebijakan perpajakan tetap sesuai regulasi, serta meminimalkan praktik penghindaran pajak yang berlebihan.

Kajian empiris yang meneliti peran Komisaris Independen sebagai mekanisme Good Corporate Governance
(GCG) dalam memitigasi praktik Penghindaran Pajak (Tax avoidance) hingga saat ini masih diwarnai oleh
inkonsistensi temuan (mixed results), yang merupakan Kesenjangan Penelitian (Research Gap) krusial. Di satu
sisi, terdapat bukti bahwa mekanisme pengawasan ini berjalan efektif: penelitian oleh Damaris Yolanda Sihombing
dan Ibram Pinondang Dalimunthe (2022) pada perusahaan sub industri farmasi periode 2016-2020 menyimpulkan
bahwa secara parsial, Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tax avoidance. Namun, hasil ini bertentangan
dengan temuan dari studi lain. Penelitian oleh Naila Nazatul Qomariah dan Abdullah Mubarok (2025) pada
perusahaan sub-sektor consumer non-cyclicals periode 2019-2023 justru menyimpulkan bahwa Komisaris
Independen tidak berpengaruh terhadap Tax avoidance. Kontradiksi antara temuan yang berpengaruh dan tidak
berpengaruh ini mengindikasikan bahwa efektivitas pengawasan Komisaris Independen bersifat kontekstual dan
belum tergeneralisasi, kemungkinan besar disebabkan oleh perbedaan spesifik sub-sektor yang diteliti dan
perbedaan periode waktu

Inkonsistensi temuan (mixed results) dalam studi empiris terdahulu baik terkait pengaruh Kebijakan Utang maupun
mekanisme GCG melalui komisaris independent terhadap penghindaran pajak—menciptakan Kesenjangan
Penelitian (Research Gap) yang krusial. Ketidakselarasan ini menunjukkan bahwa hubungan antarvariabel bersifat
kontekstual dan belum tergeneralisasi, sehingga membutuhkan pengujian lebih lanjut dalam konteks yang spesifik.
Urgensi penelitian ini didasarkan pada perlunya bukti empiris yang akurat untuk mengidentifikasi pemicu
penghindaran pajak di sektor energi yang strategis selama periode 2020-2024 yang sangat dinamis, seiring dengan
kasus-kasus tax avoidance menonjol dan fluktuasi Effective tax rate (ETR) yang ekstrem. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) dalam merumuskan kebijakan pengawasan perpajakan yang lebih terarah dan efektif.
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2. Metode Penelitian
2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menurut Sugiyono (2025, hal. 16) Metode penelitian
kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data
bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

2.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan utang dan governansi korporat terhadap
penghindaran pajak, dengan memanfaatkan data sekunder. Penelitian ini diselesaikan dalam jangka waktu enam
bulan, dimulai dari tahap persiapan hingga tahap akhir pelaporan.

2.3 Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah perusahaan pertambangan sector energi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2021-2024. Teknik pengambilan sampel pada penelitian inii
menggunakan Teknik purposive sampling.

2.4 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, pengolahan data disajikan dalam bentuk tabel menggunakan Microsoft Excel, sementara
analisis statistik dilakukan dengan bantuan program EViews 13. Proses pengolahan dan analisis data menerapkan
pendekatan regresi berganda, yang digunakan untuk mengevaluasi serta membahas data yang telah dikumpulkan,
sekaligus menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Teknik regresi berganda dipilih karena mampu menunjukkan
secara langsung pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, sehingga dianggap sesuai untuk
kebutuhan penelitian ini.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Uji Normalitas

30
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Gambar 1. Uji Normalitas
Sumber: Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2025)

Gambar di atas terlihat bahwa nilai probability sebesar 0,000000 < 0.05 yang berarti bahwa nilai residual atas
variabel bebas terdistribusi tidak normal yang artinya asumsi klasik pada uji normalitas tidak dipenuhi. Menurut
Gujarati (2018 hal 97), asumsi normalitas sangat penting terutama ketika jumlah sampel kecil, yaitu kurang dari
100 observasi, karena normalitas residual diperlukan agar uji t dan uji F dapat digunakan secara tepat. Namun,
ketika ukuran sampel cukup besar, pentingnya asumsi normalitas dapat dikurangi, sebab pada sampel besar
distribusi statistik uji akan mendekati normal meskipun residual tidak sepenuhnya normal.

Dalam penelitian yang menjadi referensi ini, misalnya pada artikel yang menggunakan data panel dengan jumlah
observasi yang melebihi 100 oleh penelitian (Nurholis et al., 2025), peneliti menyatakan bahwa meskipun uji
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normalitas menunjukkan residual tidak berdistribusi normal, estimasi OLS tetap dapat dianggap tidak bias dan
layak untuk dianalisis karena ukuran sampel yang besar (lebih dari 100 observasi). Dengan demikian, validitas
analisis regresi tidak terpengaruh signifikan meskipun asumsi normalitas residual tidak terpenuhi pada uji statistik
tersebut.

Pada penelitian ini jumlah observasi mencapai 136, sehingga termasuk dalam kategori sampel besar. Oleh karena
itu, meskipun hasil uji menunjukkan bahwa residual tidak berdistribusi normal, kondisi ini tidak mempengaruhi
validitas analisis regresi. Model tetap dapat digunakan karena pada ukuran sampel yang besar, hasil estimasi tetap
dianggap akurat dan dapat diinterpretasikan secara reliabel.

3.2 Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

X1 X2
X1 1 0.004400027277319561
X2 0.004400027277319561 1

Sumber: Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2025)

Hasil analisis korelasi menunjukan nilai < 0,8 hal ini menunjukan bahwa semua variabel independen tidak terjadi
multikolinearitas satu sama lain karena hasil kurang dari 0,8.

3.3 Uji Heteroskedasitas

Tabel 2. Uji Heteroskastiditas

Dependent Variable: RESABS

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 01/03/26 Time: 08:18

Sample: 2021 2024

Periods included: 4

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 136

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
C -0.070902 0.281104 -0.252228 0.8013
X1 0.017301 0.011746 1.472938 0.1431
X2 0.120612 0.284770 0.423541 0.6726
Effects Specification
S.D. Rho
Cross-section random 0.048567 0.0915
Idiosyncratic random 0.153042 0.9085

Weighted Statistics

R-squared 0.017386 Mean dependent var 0.056245
Adjusted R-squared 0.002610 S.D. dependent var 0.153063
S.E. of regression 0.152863 Sum squared resid 3.107812
F-statistic 1.176635 Durbin-Watson stat 1.533244
Prob(F-statistic) 0.311503

Sumber: Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2025)

Syarat terpenuhinya uji heteroskedastisitas adalah apabila nilai signifikansi residualnya lebih besar dari 0,05, yang
artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model (Wijaya et al., 2024, hal. 79). Berdasarkan hasil Uji
Glejser, diketahui bahwa nilai probabilitas dari kedua variabel independen, yaitu Debt to Equity Ratio (DER) dan
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Corporate Governance (CG), memiliki nilai signifikansi di atas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-
variabel tersebut tidak mengalami kendala heteroskedastisitas atau telah memenuhi asumsi homoskedastisitas.

3.4 Uji Autokorelasi

Tabel 3. Uji Autokorelasi

R-squared 0.093403 Mean dependent var
Adjusted R-squared 0.079770 S.D. dependent var
S.E. of regression 0.224640 Sum squared resid
F-statistic 6.851241 Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic) 0.001472

0.204525
0.234174
6.711592
1.589924

Sumber: Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2025)

Dari tabel 3. diatas diperoleh nilai D-W (Durbin Watson) sebesar 1.589924. Hal ini menunjukkan bahwa nilai D-
W berada diantara -2 sampai dengan +2 sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi autokorelasi (non-autokorelasi).

3.5 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4. Analisis Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 01/03/26 Time: 08:26

Sample: 2021 2024

Periods included: 4

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 136

Swamy and Arora estimator of component variances

\Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.030525 0.426406 -0.071586 0.9430
X1 0.069106 0.018961 3.644712 0.0004
X2 0.232454 0.431690 0.538474 0.5911

Sumber: Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 4., berikut adalah interpretasi model regresi linear berganda Anda mengikuti format

yang diminta:

Y =-0,030525 + 0,069106X1 + 0,232454X2 + €

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Koefisien regresi variabel Kebijakan Utang (DER) adalah sebesar 0,069106 dengan arah koefisien positif. Hal
ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Kebijakan Utang (DER) dapat meningkatkan

Penghindaran Pajak (TA) sebesar 0,069106 atau 6,91%.

b. Koefisien regresi variable Governansi Korporat (CG) adalah sebesar 0,232454 dengan arah koefisien positif.
Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan Governansi Korporat (CG) dapat meningkatkan

Penghindaran Pajak (TA) sebesar 0,232454 atau 23,24%.

¢. Konstanta adalah sebesar -0,030525. Hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel independen (DER dan CG)
dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai Penghindaran Pajak (TA) diprediksi sebesar -0,030525.
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3.6 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Tabel 5. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T)

Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 01/03/26 Time: 08:26

Sample: 2021 2024

Periods included: 4

Cross-sections included: 34

Total panel (balanced) observations: 136

Swamy and Arora estimator of component variances

\Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C -0.030525 0.426406 -0.071586 0.9430
X1 0.069106 0.018961 3.644712 0.0004
X2 0.232454 0.431690 0.538474 0.5911

Sumber: Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2025)
Berdasarkan hasil uji T pada Tabel 5., dengan nilai t-tabel sebesar 1.65639 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaruh Kebijakan Utang Terhadap Penghindaran Pajak
Variabel Kebijakan Utang (DER) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,644712 > 1.65639 dan nilai probabilitas
sebesar 0,0004 di mana nilai 0,0004 < 0,05. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa DER berpengaruh
signifikan terhadap TA, maka HO ditolak dan Ha diterima.

2. Pengaruh Governansi Korporat Terhadap TA
Variabel Governansi Korporat (GC) memiliki nilai t-hitung sebesar 0,538474 < 1.65639dan nilai probabilitas
sebesar 0,5911 di mana nilai 0,5911 > 0,05. Hal ini memiliki arti secara parsial bahwa CG tidak berpengaruh
terhadap TA, maka HO diterima dan Ha ditolak.

3.7 Uji Koefisien Determinasi (Uji R?)

Tabel 6. Pengujian Koefisien Determinasi (Uji R)

R-squared 0.093403 Mean dependent var 0.204525
Adjusted R-squared 0.079770 S.D. dependent var 0.234174
S.E. of regression 0.224640 Sum squared resid 6.711592
F-statistic 6.851241 Durbin-Watson stat 1.589924
Prob(F-statistic) 0.001472

Sumber: Data diolah oleh peneliti, EViews 13 (2025)

Hasil pengujian menggunakan koefisien determinasi nilai Adjusted R-squared yaitu sebesar 0.079770. Artinya 8%
nilai perusahaan dipengaruhi oleh Kebijakan Utang dan Governansi Korporat dan sisanya 92% dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

3.8 Pembahasan Penelitian
3.8.1 Pengaruh Kebijakan Utang terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 4.16, variabel kebijakan utang yang diproksikan dengan Debt to
Equity Ratio (DER) menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 0,069106 dengan nilai t-statistic sebesar
3,644712, yang lebih besar dari nilai t-tabel sebesar 1,97635, serta nilai probabilitas sebesar 0,0004 yang lebih
kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan utang berpengaruh
positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, hipotesis H: diterima. Koefisien regresi yang
bernilai positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kebijakan utang perusahaan, maka semakin tinggi pula
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tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki
leverage tinggi cenderung memanfaatkan utang sebagai sarana untuk menekan beban pajak melalui biaya bunga
yang timbul dari penggunaan utang tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori perisai pajak (tax shield), yang menyatakan bahwa biaya bunga atas utang
merupakan komponen yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak. Peningkatan penggunaan utang menyebabkan
beban bunga perusahaan semakin besar, sehingga laba sebelum pajak menurun dan dasar pengenaan pajak menjadi
lebih kecil. Kondisi ini membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak secara legal, yang
tercermin dalam meningkatnya praktik penghindaran pajak.

Temuan ini juga mendukung Agency Theory (Teori Keagenan), yang menjelaskan adanya konflik kepentingan
antara manajer (agent) dan pemilik (principal). Manajer memiliki insentif untuk memaksimalkan kinerja keuangan
perusahaan, salah satunya dengan meminimalkan beban pajak. Kebijakan utang digunakan sebagai instrumen
strategis untuk mencapai tujuan tersebut, karena beban bunga dapat dimanfaatkan sebagai pengurang laba kena
pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat leverage
perusahaan, semakin besar pula kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muthmainah dan Hermanto (2023)
yang menemukan bahwa kebijakan utang berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan
manufaktur. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Sapta Reni dan Putra Yasa (2023) pada perusahaan sektor
energi, yang menyatakan bahwa peningkatan kebijakan utang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan
penghindaran pajak melalui pemanfaatan beban bunga. Kesamaan hasil tersebut menunjukkan bahwa kebijakan
utang merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengelola kewajiban
pajaknya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa kebijakan utang berperan signifikan dalam
memengaruhi penghindaran pajak, di mana perusahaan dengan tingkat DER yang tinggi cenderung lebih agresif
dalam memanfaatkan celah penghematan pajak melalui mekanisme beban bunga.

3.8.2 Pengaruh Governansi Korporat terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada Tabel 4.16, variabel Governansi Korporat (CG) menunjukkan nilai
koefisien regresi sebesar 0,232454 dengan nilai t-statistic sebesar 0,538474, yang lebih kecil dari nilai t-tabel
sebesar 1,97635, serta nilai probabilitas sebesar 0,5911 yang lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa governansi korporat tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran
pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa governansi korporat berpengaruh terhadap penghindaran
pajak ditolak. Nilai koefisien regresi yang bernilai positif namun tidak signifikan menunjukkan bahwa penerapan
governansi korporat belum mampu secara nyata memengaruhi tinggi rendahnya praktik penghindaran pajak
perusahaan. Artinya, meskipun secara arah hubungan governansi korporat cenderung meningkatkan penghindaran
pajak, pengaruh tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk dijadikan dasar pengambilan kesimpulan.

Hasil ini mengindikasikan bahwa mekanisme governansi korporat, khususnya melalui intensitas aktivitas
pengawasan, belum berjalan secara efektif dalam mengendalikan perilaku manajemen terkait kebijakan pajak
perusahaan. Fenomena ini dapat ditinjau dari sisi frekuensi rapat Dewan Komisaris. Meskipun secara regulasi
sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 33/POJK.04/2014. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat
internal minimal satu kali dalam dua bulan dan rapat bersama Direksi minimal satu kali dalam empat bulan, namun
frekuensi rapat yang tinggi dalam sampel penelitian ini nampaknya hanya bersifat pemenuhan aspek administratif
(compliance-based).

Secara aktual, banyaknya jumlah rapat yang tercatat dalam laporan tahunan tidak secara otomatis
merepresentasikan kualitas substansi pengawasan terhadap isu-isu krusial seperti perencanaan pajak agresif. Hal
ini kemungkinan disebabkan karena agenda rapat Dewan Komisaris lebih banyak terfokus pada kinerja operasional
rutin dan target jangka pendek perusahaan, sehingga aspek mitigasi risiko pajak belum menjadi prioritas
pembahasan. Risalah rapat yang ada mungkin hanya mencerminkan formalitas prosedural untuk menggugurkan
kewajiban regulasi tanpa adanya diskusi kritis atau dissenting opinion yang mampu membatasi tindakan
oportunistik manajemen.
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Ditinjau dari perspektif Agency Theory (Teori Keagenan), kegagalan frekuensi rapat dalam memengaruhi
penghindaran pajak menunjukkan bahwa asimetri informasi antara manajemen (agen) dan komisaris (prinsipal)
masih sangat lebar. Manajemen sebagai pengelola harian memiliki informasi yang lebih mendalam mengenai
struktur pajak, sementara Dewan Komisaris hanya mendapatkan informasi melalui forum rapat yang terbatas.
Tanpa adanya kompetensi spesifik di bidang perpajakan pada anggota dewan, frekuensi rapat yang tinggi tidak
akan mampu menjadi instrumen kontrol yang efektif.Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan beberapa peneliti
terdahulu yang menunjukkan lemahnya pengaruh pengawasan internal terhadap efisiensi pajak. Penelitian oleh
Suryani & Prasetyo (2022) mengungkapkan bahwa jumlah pertemuan komisaris seringkali hanya memenuhi
kewajiban regulasi tanpa memberikan dampak substantif pada pengurangan praktik tax avoidance. Demikian pula
dengan penelitian Pradana et al. (2021) yang menyatakan bahwa kualitas pengawasan tidak selalu ditentukan oleh
kuantitas rapat, melainkan oleh kompetensi dan independensi dalam pengambilan keputusan strategis. Dengan
demikian, meskipun secara teoritis governansi korporat adalah instrumen pengawasan, namun secara empiris
kehadiran rapat komisaris independen dalam sampel ini belum mampu menjadi penghalang bagi manajemen dalam
melakukan perencanaan pajak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa governansi korporat belum menjadi faktor penentu dalam praktik
penghindaran pajak perusahaan pada periode dan sampel penelitian ini. Perusahaan kemungkinan lebih
dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kebijakan utang, kinerja keuangan, atau tekanan ekonomi, dalam menentukan
strategi pengelolaan pajaknya dibandingkan dengan mekanisme tata kelola perusahaan.

4. Kesimpulan

Kebijakan utang yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penggunaan utang perusahaan, maka
semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Governansi korporat yang diproksikan
dengan frekuensi rapat dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
Hasil ini mengindikasikan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris independen belum mampu secara efektif
memengaruhi kebijakan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Keberadaan dan intensitas rapat dewan
komisaris independen kemungkinan masih bersifat formalitas atau belum diikuti dengan kualitas pengawasan yang
optimal terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.
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